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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu dalam 
masyarakat, karena selain mempunyai hubungan yang erat dengan keberadaan 
individu manusia dalam lingkungannya dan kelangsungan hidupnya, juga 
mempunyai nilai ekonomis yang dapat dicadangkan sebagai sumber 
pendukung kehidupan manusia di masa mendatang. Arti penting tanah bagi 
kelangsungan hidup manusia adalah tanah sebagai tempat manusia hidup, 
berkembang, bahkan sekaligus sebagai tempat manusia dikebumikan pada saat 
meninggal dunia1. 
Selain dijadikan sebagai tempat bermukim atau tempat yang dapat 
memberikan penghidupan kepada individu manusia untuk melakukan kegiatan 
mata pencahariannya, keberadaan tanah ini sangat diperlukan untuk 
melakukan pembangunan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan 
warga masyarakat. Tuntutan untuk melaksanakan pembangunan membuka 
peluang untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga, termasuk 
terhadap pembangunan yang dilakukan di atas lahan tanah milik instansi 
pemerintah. 
Kebutuhan manusia terhadap tanah untuk berbagai keperluan selalu 
meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha. 
Sehubungan hal tersebut kebutuhan dukungan berupa jaminan kepastian 
hukum di bidang pertanahan akan meningkat pula. Penguatan hak rakyat 
melalui pemberian jaminan kepastian hukum yang tertulis, lengkap dan jelas 
yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-
ketentuannya. Selain itu, untuk menghadapi masalah-masalah dibidang 
pertanahan diperlukan juga terselenggaranya pendaftaran tanah yang 
memungkinkan para pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah 
                                                 
1 Surojo Wignjosubroto, Pengantar Asas-Asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1982. hal. 
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membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya. Bagi para pihak yang 
berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditor, untuk memperoleh 
keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi obyek perbuatan 
hukum yang akan dilakukan, serta bagi pemerintah untuk melaksanakan 
kebijakan pertanahan. 
Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia, 
yaitu karena kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah. Manusia 
hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara 
mendayagunakan tanah. Manusia akan hidup senang serba kecukupan kalau 
mereka dapat menggunakan tanah yang dimilikinya sesuai dengan hukum 
alam yang berlaku, dan manusia dapat hidup tenteram dan damai kalau 
mereka dapat menggunakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan batas-
batas tertentu dalam hukum yang berlaku untuk mengatur kehidupan manusia 
itu dalam masyarakat. 
Tanah memiliki hukumnya sendiri yaitu keberadaannya tak dapat 
ditambah namun sebaliknya kebutuhan atas tanah selalu meningkat seiring 
dengan jumlah penduduk. Betapa pentingnya arti sebuah tanah sesuai dengan 
falsafah atau kultur masyarakat jawa “Sedumuk bathuk senyari bumi”. 
Tersedianya tanah merupakan kunci eksistensi manusia dan 
pengaturan serta penggunaannya merupakan kebutuhan yang sangat penting. 
Tanah dalam pembangunan nasional merupakan salah satu modal dasar yang 
srategis. Hal ini untuk menopang tujuan nasional sesuai yang termaktub dalam 
pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan 
umum, sehingga akan terwujud suatu masyarakat adil dan makmur baik 
materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dalam ruang lingkup Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berkedaulatan rakyat serta 
kehidupan berbangsa, bernegara yang tertib, aman dan dinamis untuk 
mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi segenap rakyat 
Indonesia. Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan tersebut maka 
dilaksanakan suatu program pembangunan yang terpadu dan menyeluruh serta 
berkelanjutan termasuk dalam bidang pertanahan. 
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Karena pentingnya tanah bagi kehidupan manusia sehingga mendapat 
pengaturan secara spesifik yaitu dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) yang 
menyatakan “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.” 
Berdasar ketentuan tersebut kita mengetahui bahwa kemakmuran masyarakat 
adalah tujuan utama dalam pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. 
Sebagai implementasi dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945, pada tanggal 
24 September 1960 pemerintah mengundangkan Undang-Undang No. 5 tahun 
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal 
dengan UUPA yang termuat dalam lembaran Negara No. 104 tahun 1960.  
Karena sangat pentingnya maka Presiden Susilo Bambang Yudoyono 
(SBY) mencanangkan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) atau 
program Reforma Agraria. Dalam Program Pembaruan Agraria Nasional 
(PPAN) ini lebih ditumpukan kepada dua (2) hal yaitu: pertama redistribusi 
lahan secara terbatas, dan kedua sertipikasi tanah. Langkah itu dilakukan 
dengan mengalokasikan tanah bagi rakyat miskin yang berasal dari hutan 
konversi, dan tanah lain yang menurut hukum pertanahan kita boleh 
diperuntukkan bagi kepentingan rakyat2. 
Dalam konteks program sertipikasi tanah, menurut Lutfi Nasution, 
Kepala BPN periode yang lalu, “dari sekitar 85 juta bidang tanah di seluruh 
Indonesia, baru 25 juta bidang yang sudah disertipikasi atau sekitar 32%-nya”. 
Hal ini menjadi suatu pekerjaan rumah bagi Badan Pertanahan Nasional 
sebagai penanggungjawab pelaksanaan program tersebut. Oleh karena itu 
program sertipikasi tanah dijadikan sebagai salah satu agenda kebijakan oleh 
Badan Pertanahan Nasional yaitu berupa peningkatan pelayanan dan 
pelaksanaan pendaftaran tanah serta sertipikasi tanah secara menyeluruh 
diseluruh Indonesia dan penyelenggaraan penguatan hak, mencakup berbagai 
kegiatan yang dibutuhkan untuk penguatan hak atas tanah sampai dengan 
diterbitkannya sertipikat tanah. Untuk memperoleh kepastian hukum dan 
kepastian akan hak atas tanah, UUPA telah meletakkan kewajiban kepada 
                                                 
2 Susilo Bambang Yudoyono, Pidato Kenegaraan, 31 Januari 2007 
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Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang ada di seluruh 
Indonesia, disamping bagi para pemegang hak untuk mendaftarkan hak atas 
tanah yang ada padanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku3. Dengan 
diselenggarakannya pendaftaran tanah maka pihak-pihak yang berkepentingan 
dengan mudah pula akan dapat mengetahui status dan kedudukan hukum 
daripada tanah-tanah yang dihadapi, letak, luas, batas-batas, siapa yang 
empunya dan beban-beban apa yang ada diatasnya4. 
Agar agenda kebijakan dapat diwujudkan dan dapat mencapai sasaran 
maka Badan Pertanahan Nasional melaksanakan percepatan pendaftaran tanah 
dan penguatan hak atas tanah melalui program sertipikasi tanah dengan biaya 
murah, bebas pajak/ BPHTB serta melalui program Proyek Nasional Agraria 
(yang selanjutnya disebut PRONA), dengan tetap mendorong, menyediakan 
fasilitas serta infrastruktur bagi inisiatif, swadaya dan partisipasi masyarakat. 
Sekarang ini masih banyak terdapat tanah-tanah yang belum 
didaftarkan dan belum bersertipikat, maka Pemerintah melakukan kebijakan 
dengan memberikan fasilitas dan kemudahan kepada pemegang hak atas 
tanah berupa keringanan dalam pembiayaan dan mempercepat proses 
penyelesaian sertipikat dengan pendaftaran tanah melalui PRONA. Tujuan 
Penyelenggaraan Kegiatan PRONA adalah memberikan pelayanan 
pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah dan 
cepat dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.  
Kegiatan PRONA dilaksanakan mulai tahun 1981 dan sampai 
sekarang masih berjalan sebagai salah satu Program Prioritas Nasional 
legalisasi aset yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis BPN-RI Tahun 
2010-2014 dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 7 Tahun 2010. Kebijakan staategis Kementerian Negara 
Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional tahun 2014-2019 juga 
ditekankan adanya program sertipikat melalui prona berbasis desa/kelurahan. 
                                                 
3 Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, Eksistensi Prona Sebagai Pelaksana Mekanisme 
Fungsi Agraria, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal 19. 
4 Notonegoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia, (Jakarta : CV. 
PancuranTujuh, 1974), Hal 5. 
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Dalam program kegiatan PRONA pada prinsipnya merupakan kegiatan 
pendaftaran tanah pertama kali dalam rangka penerbitan sertipikat hak atas 
tanah terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah. 
Peserta kegiatan PRONA diutamakan bagi masyarakat golongan ekonomi 
lemah sampai menengah sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah dalam hal 
ini Kementerian Negara Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan 
Nasional terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah sampai menengah. 
Masyarakat berpenghasilan rendah perlu mendapat perlindungan, perhatian 
dan bantuan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidupnya. Masyarakat 
berpenghasilan menengah masih membutuhkan bantuan permodalan perlu 
didorong pemerintah untuk dapat mandiri dalam menjalankan dan 
meningkatkan kegiatan usahanya. Keberpihakan pemerintah kepada golongan 
ekonomi lemah sampai menengah dengan memberikan bantuan sertipikasi 
tanah miliknya.  
Dengan diberikan tanda bukti hak (sertipikat) atas bidang tanah yang 
dimiliki/dikuasai, akan memberikan rasa ketenangan dan ketenteraman dalam 
menjalankan kegiatan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan taraf 
hidup dan kesejahteraan. Sertipikat hak atas tanah memberikan jaminan 
kepastian hukum atas bidang tanah yang dimiliknya, meminimalisir 
terjadinya sengketa, konflik dan perkara pertanahan, meningkatkan nilai 
asetnya serta dapat dijadikan jaminan pinjaman ke Bank untuk menambah 
modal kegiatan usaha. Pensertipikatan tanah secara massal melalui Kegiatan 
PRONA merupakan salah satu kegiatan pertanahan yang mendapat tanggapan 
positif dari masyarakat.  
Namun, sebagai sebuah kebijakan, PRONA tidak lepas dari berbagai 
permasalahan, mulai dari pelaksanaan di lapangan sampai dengan 
permasalahan substansi aturan yang terkadang berbeda dengan aturan-aturan 
lainnya yang terkait dengan PRONA tersebut. PRONA dilaksanakan 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah, dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang 
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merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah di atas. Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 
menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dengan tetap 
mempertahankan tujuan dan sistem yang digunakan. Pada hakikatnya tujuan 
dan sistem pendaftaran tanah sudah ditetapkan dalam Undang Undang Pokok 
Agraria, yaitu bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka 
memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan.  
Pendaftaran tanah tetap dilaksanakan melalui dua cara, yaitu pertama 
secara sistematik yang meliputi wilayah satu desa atau kelurahan atau 
sebagiannya, yang terutama dilakukan atas prakarsa pemerintah. Selain 
pendaftaran tanah secara sistematik, dikenal juga pendaftraran tanah secara 
sporadik, yaitu pendaftaran mengenai bidang-bidang tanah atas permintaan 
pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara individual atau 
massal. Salah satu alasan penyempurnaan peraturan pemerintah tersebut oleh 
karena peraturan pemerintah yang lama sudah berusia lebih dari 36 tahun 
tetapi belum cukup memberikan hasil yang memuaskan. Pelaksanaan 
pendaftaran tanah secara sistematik yang dilaksanakan atas prakarsa 
pemerintah di antaranya dilaksanakan dengan program ajudikasi. Ajudikasi 
adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah 
untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik 
dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk 
keperluan pendaftarannya. Dalam pelaksanaannya ajudikasi ini dilaksanakan 
oleh Panitia Ajudikasi, sedangkan lokasinya ditetapkan oleh Kepala Badan 
Pertanahan Nasional didasarkan pada rencana kerja Kantor Pertanahan.  
Salah satu permasalahan yang dihadapi di lapangan adalah terkait 
dengan penggunaan sistem pendaftaran, apakah dengan sistem sporadik atau 
sistematik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas. 
Pelaksanaan PRONA dilakukan oleh unit kerja Kementerian Negara Agraria 
Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional di tingkat Kabupaten/Kota, 
yakni oleh Kantor Pertanahan. Dalam tulisan ini, penulis akan meneliti 
bagaimana efektivitas pelaksanaan PRONA di Kabupaten Karanganyar. 
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Alasan penulis memilih Kabupaten Karanganyar sebagai tempat sekaligus 
obyek kajian adalah pertama karena masih banyaknya permasalahan 
pertanahan yang terjadi di kabupaten ini, kedua karena masih sekitar 22 % 
bidang tanah yang belum terdaftar dari di wilayah Kabupaten Karanganyar 
sebagian besar bidang tanah tersebut pada wilayah kantong kemiskinan 
artinya tanah tersebut dimiliki oleh masyarakat kurang mampu atau 
masyarakat miskin. Disamping alasan tersebut terkait dengan tujuan 
pelaksanaan kegiatan PRONA dan terkait pula dengan sistem pendaftaran 
sporadik atau sistemik seperti yang telah disinggung di atas. Karena alasan itu 
lah penulis bermaksud untuk melakukan sebuah penelitian dengan 
mengangkat judul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROYEK NASIONAL 
AGRARIA (PRONA) DI KABUPATEN KARANGANYAR”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Setiap penulisan ilmiah yang akan dilakukan selalu berasal dan 
berangkat dari masalah5. Masalah tersebut dijabarkan kembali dalam bentuk 
rumusan masalah. Rumusan masalah dimaksudkan untuk menegaskan 
masalah-masalah yang akan diteliti sehingga memudahkan dalam pengerjaan 
serta tercapainya sasaran. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 
dipaparkan, penulis merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih lanjut dan 
lebih mendalam. Ada pun beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan Proyek Nasional Agraria (PRONA) 
di Kabupaten Karanganyar? 
2. Apa saja kendala dan hambatan pelaksanaan Proyek Nasional Agraria 
(PRONA) di Kabupaten Karanganyar? 
3. Apa saja alternatif solusi atas kendala dan hambatan pelaksanaan Proyek 
Nasional Agraria (PRONA) di Kabupaten Karanganyar? 
 
 
                                                 
5  Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, CV. Alfabeta, Bandung, 2004, hlm. 25. 
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C. Tujuan Penelitian 
Pastilah ada tujuan yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian. 
Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu bentuk 
proses untuk mendapatkan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, 
maupun doktrin-doktrin hukum untuk mendapatkan jawaban dari isu-isu 
hukum yang dihadapi6. Senada dengan pendapat tersebut, penulis berpendapat 
bahwatujuan penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai sebagai 
pemecahan masalah atas isu hukum yang ada dan telah dirumuskan 
sebelumnya. Tujuan penelitian juga harus jelas sehingga dapat memberikan 
arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Ada pun tujuan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Proyek Nasional Agraria 
(PRONA) di Kabupaten Karanganyar. 
2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan pelaksanaan Proyek Nasional 
Agraria (PRONA) di Kabupaten Karanganyar. 
3. Untuk memberikan alternatif solusi atas kendala dan hambatan dalam 
Pelaksanaan Proyek Nasional Agraria (PRONA) di Kabupaten 
Karanganyar. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Salah satu aspek dalam kegiatan penelitian yang tidak dapat diabaikan 
adalah mengenai manfaat penelitian. Penulis berharap hasil penelitian ini 
dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak yang terkait dengan penulisan 
hukum ini, yaitu bagi penulis, maupun bagi pembaca dan pihak-pihak lain. 
Karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang 
dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Ada pun manfaat yang penulis 
harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan 
sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada 
                                                 
6  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 35. 
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umumnya dan hukum pertanahan pada khususnya dalam kaitannya 
dengan kebijakan pendaftaran tanah. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan 
literatur kepustakaan tentang pelaksanaan kebijakan pendaftaran tanah. 
2. Manfaat Praktis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, 
membentuk pola pikir dinamis, sekaligus mengembangkan 
kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh. 
b. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan 
pemahaman, memberikan tambahan masukan dan pengetahuan kepada 
pihak-pihak terkait dengan masalah yang sedang diteliti, dan juga 
kepada berbagai pihak yang berminat pada permasalahan yang sejenis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
